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BAB II 

KEADAAN UMUM TEMPAT MAGANG 

2.1 Sejarah PT. PLN (Persero) 

Pada masa penjajahan Kolonial Belanda kelistrikan di Hindia Belanda 

dimulai pada tahun 1897 ketika perusahaan listrik pertama yang bernama 

Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (NIEM) merupakan 

perusahaan yang berada di bawah N.V. Handelsvenmootscha yang 

sebelumnya bernama Maintz dan Co. perusahaan yang berpusat di 

Amsterdam Belanda. NIEM membangun PLTU di Gambir di tepi Sungai 

Ciliwung. PLTU yang berkekuatan 3200+3000+1350 kW tersebut adalah 

pembangkit listrik tenaga uap pertama di Hindia Belanda.  

NIEM berekspansi ke Surabaya untuk mendirikan sebuah perusahaan 

gas yang bernama Nederlandsche Indische Gas Maatschappij (NIGM) hingga 

akhir abad 19. Pada tahun 1909 perusahaan ini diberi hak untuk membangun 

beberapa pembangkit tenaga listrik berikut dengan sistem distribusinya ke 

kota-kota besar di Jawa.  Dalam waktu yang cepat ANIEM berkembang 

menjadi perusahaan listrik swasta terbesar di Indonesia dan menguasai 40% 

dari kebutuhan listrik dalam negeri.  Kemudian ANIEM melakukan 

percepatan ekspansi seiring dengan permintaan listrik yang tinggi. Pada 

tangga 26 Agustus 1921 perusahaan ini mendapatkan konsesi di Banjarmasin 

yang dikontrak hingga 31 Desember 1960, kemudian pada tahun 1937 

pengelolaan listrik di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan diserahkan 
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kepada ANIEM dan ANIEM pun memiliki wilayah pemasaran di kawaan 

tersebut. 

Pada masa kependudukan Jepang (1942-1945) urusan kelistrikan di 

seluruh Jawa kemudian ditangani oleh sebuah lembaga yang bernama Djawa 

Denki Djigjo Kosja yang berubah menjadi Djawa Denji Djigjo Sja dan 

menjadi cabang dari Hosjoden Kabusiki Kaisja yang berpusat di Tokyo 

Jepang. Djawa Denki Djigjo Sja dibagi menjadi 3 wilayah bagian pengelolaan 

yaitu di Jawa Barat yang berpusat di Jakarta, Jawa Tengah yang berpusat di 

Semarang, dan Jawa Timur berpusat di Surabaya. Pengelolaan listrik Djawa 

Denki Djigjo Sja berlangsung sampai Jepang menyerah kepada sekutu dan 

Indonesia merdeka. Untuk menjaga agar listrik tidak menjadi sumber 

kekacauan, pada 25 Oktober 1945 pemerintah membentuk Djawatan Listrik 

dan Gas Bumi yang bertugas untuk mengelola kelistrikan Indonesia. 

Pada masa kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai sekarang 

perusahaan listrik yang dikuasai oleh Jepang diambil alih oleh pemuda-

pemuda Indonesia pada bulan September 1945, lalu diserahkan kepada 

pemerintah Republik Indonesia, kemudian pada tanggal 27 Oktober 1945 

dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas oleh Presiden Soekarno dan pada saat itu 

kapasitas pembangkitan tenaga listrik hanyalah sebesar 157,5 MW. 

2.1.1 Rangkaian Peristiwa Penting PT. PLN (Persero) 

1. Pada akhir abad 19 Perusahaan-perusahaan Belanda di bidang pabrik 

gula dan perkebunan teh membangun pembangkitan listrik. 
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2. Seluruh perusahaan penyedia tenaga listrik eks Belanda di ambil alih 

oleh Jepang pada tahun 1942-1945. 

3. Presiden Soekarno membentuk jawatan listrik dan gas di bawah 

Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga, pada tanggal 27 Oktober 

1945. 

4. pada tanggal 01 Januari 1961, Dibentuk BPU-PLN (Badan Pimpinan 

Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas 

dan kokas. 

5. pada tanggal 01 Januari 1965 BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 

perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan 

Perusahaan Gas Negara (PGN). 

6. Pada tahun 1970 status perusahaan berubah menjadi perusahaan umum 

(Perum) sesuai ketetapan Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1970. 

7. Pada tahun 1972 Status PLN berubah menjadi perusahaan umum listrik 

negara. 

8. Pada tahun 1990 PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha 

ketenagalistrikan melalui peraturan pemerintah No.17. 

9. Pada tahun 1992 PLN mendapatkan dana investasi dari pasar modal 

domestic melalui penerbitan Obligasi PLN I. 

10. Pada tahun 1994 berubah status menjadi Perseroan terbatas. 

11. Tahun 2006 PLN ditugaskan untuk membangun PLTU berbahan bakar 

batu bara. 

12. Pada tahun 2009 PLN disahkan untuk membuka lagi PKUK. 
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13. Pada tahun 2010 PLN ditugaskan untuk membangun PLTU berbahan 

bakar batubara, gas dan panas bumi dalam bentuk program percepatan 

tahap kedua (FTP II). 

14. Pemerintah menyerahkan saham BUMN PT. Pelayaran Bahtera 

Adiguna (BAG) kepada PT. PLN (Persero) pada tanggal 05 Agustus 

tahun 2011. 

15. Pada tahun 2013 PLN mengoperasikan Compressed natural Gas (CNG) 

sebagai bahan bakar pengganti BBM.

16. PLN masuk dalam Fortune Global 500 di urutan 477 perusahaan 

terbesar dunia pada tahun 2014. 

17. Kemudian pada tahun 2015 PLN masuk kembali ke dalam Fortune 

Global 500 di urutan 480. 

18. Pada tahun 2016 PLN masuk peringkat 46 Getting Electricity. 

2.1.2 Visi dan Misi 

Berdasarkan situs resmi (pln.co.id yang diunduh pada tanggal 11 

April 2020) 

A. Visi  

Diakui sebagai Perusahaan kelas Dunia yang bertumbuh kembang, 

unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani. 
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B. Misi 

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, 

berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan 

pemegang saham. 

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat. 

3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan 

ekonomi negara. 

4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

C. Moto 

Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. 

2.1.3 Logo Perusahaan 

 

Gambar 2.1 3 Logo Perusahaan 
Sumber : https://id.wikipedia.org/Berkas:Logo_PLN.png 
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Logo perusahaan PLN tersebut memiliki arti sebagai berikut : 

1. Bidang Persegi Panjang Vertikal 

Menjadi bidang dasar bagi elemen lambang lainnya, 

melambangkan bahwa PT. PLN (Persero) merupakan wadah atau 

organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk 

menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik 

mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga 

melambangkan semangat yang menyala yang dimiliki oleh tiap insan yang 

berkarya pada perusahaan. 

2. Petir dan Kilat 

Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai 

produk jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Petir pun yang berartikan 

kerja cepat dan tepat para insan PT. PLN dalam memberikan solusi terbaik 

untuk pelanggannya. Warna yang merah melambangkan kedewasaan PLN 

sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak 

laju perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan 

perkembangan jaman. 

3. Tiga Gelombang 

Mempunyai arti gaya rambat energi yang dialirkan oleh tiga bidang 

usaha utama yaitu pembangkitan, penyaluran dan pendistribusian yang 

seiring sejalan dengan kerja keras para insan PLN guna memberikan 

layanan terbaik bagi pelanggan. Warna biru untuk menampilkan kesan 
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konstan seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan 

manusia. 

 
2.1.4 Budaya Perusahaan 

1. SALING PERCAYA  

Suasana saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota 

perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan akan integritas, itikad baik, 

dan kompetensi dari pihak-pihak yang saling berhubungan dalam 

penyelenggaraan praktik bisnis yang bersih dan etis. 

2. INTEGRITAS 

Wujud dari sikap anggota perusahaan yang secara konsisten 

menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan, dan 

rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan pemanfaatan 

kekayaan perusahaan untuk kepentingan baik jangka pendek maupun 

jangka panjang, serta rasa tanggung jawab terhadap semua pihak yang 

berkepentingan.  

3. PEDULI 

Cerminan dari suatu niat untuk menjaga dan memelihara kualitas 

kehidupan kerja yang dirasakan anggota perusahaan, pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam rangka bertumbuh kembang bersama, dengan 

dijiwai kepekaan setiap permasalahan yang dihadapi Perusahaan serta 

mencari solusi yang tepat. 
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4. PEMBELAJAR  

Sikap anggota perusahaan untuk selalu berani mempertanyakan 

kembali sistem dan praktik pembangunan, manajemen dan operasi, serta 

berusaha menguasai perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir demi 

pembaharuan Perusahaan secara berkelanjutan.  

2.2 Keadaan Organisasi PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan 

Tanjungsari Sumedang 

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara 

setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah satu organisasi atau 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, dengan maksud untuk 

mencapai tujuannya yaitu untuk menjamin setabilitas dan komunikasi 

organisasi.  

Struktur organisasi suatu perusahaan memegang peranan yang sangat 

penting dalam rangka menjaga kelangsungan hidup perusahaan. 

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Melalui struktur organisasi dapat diketahui dengan jelas 

kedudukan dan hubungan antara suatu bagian dengan bagian yang lainnya 

dalam suatu perusahaan sehingga terjalin kerjasama yang baik. 

Berikut adalah struktrur organisasi pada PT PLN (Persero) ULP 

Tanjungsari : 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi 

Deskripsi Jabatan : 

1) Manajer ULP Tanjungsari 

Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan strategi pemasaran, peningkatan 

pada pelayanan pelanggan, dan mengelola Data Induk Pelanggan (DIP). 

2) Supervisor Teknik 

Beberapa Tanggungjawab utama supervisor teknik meliputi : 

1. Bertanggungjawab atas pencapaian target kinerja fungsi pada teknik 

distribusi. 
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2. Melaksanakan pengendalian pada konstruksi, operasi, dan pemeliharaan 

jaringan. 

3. Melindungi asset pemutahiran dan pemutusan aliran tenaga listrik. 

4. Melakukan penyambungan dan pemutusan pada tenaga listrik. 

5. Melaksanakan Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk 

menekan losses dan melaksanakan keselamatan Ketenagalistrikan (K2). 

3) Supervisor Administrasi Pelayanan Pelanggan 

Tugas utama yang dilakukan oleh supervisor administrasi pelayanan 

pelanggan yaitu : 

1. Memastikan pencapaian tingkat mutu pada pelayanan. 

2. Melaksanakan penyambungan baru, perubahan daya, administrasi pelanggan, 

pembacaan meter, proses rekening, dan pengelolaan piutang pelanggan. 

3. Mengsosialisasikan kebijakan produk perusahaan, hak, dan kewajiban 

pelanggan untuk meningkatkan citra pada perusahaan. 

4) Supervisor Transaksi Energi Listrik 

Beberapa tanggung jawab utama supervisor transaksi energy listrik 

adalah :  

1. Melaksanakan pengendalian PK penyambungan/pembongkaran pelanggan 

daya mulai 41,5 KVA ke atas. 
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2. Memastikan hasil sampling penerapan kWh baru hasil metrologi dan tera 

ulang yang dilakukan pihak ke III. 

3. Memastikan kebenaran hasil pemeriksaan setting meter elektronik, CT, PT, 

Relay dan pengawatan APP.  

4. Memastikan dilaksanakannya SOP pemasangan APP. 

5. Melaksanakan analisa hasil komisioning test PB/PD atau penggantian meter 

pelanggan AMR. 

5) Pejabat Pelaksana K3L 

Tugas pokoknya untuk membina keamanan lingkungan kerja, 

pengendalian dan keselamatan kerja. 

Analis Kinerja mempunyai tugas : 

1. Mengumpulkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai dengan prosedur yang 

berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan. 

2. Mengidentifikasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai dengan prosedur 

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Menganalisis Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai dengan standar kinerja 

pegawai agar memperlancar pelaksanaan tugas. 

4. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi sesuai dengan prosedur yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban, serta 

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik 

secara tertulis maupun lisan. 
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2.3 Pelaksanaan Manajemen 

Pelaksanaan manajemen di PT. PLN (Persero) ULP Tanjungsari 

Sumedang pada dasarnya sesuai dengan pola umum kelengkapan struktur 

manajemen perusahaan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 

548A.K/DIR/2010 tentang Buku Pedoman Perilaku PT. PLN (Persero) dan 

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 

Governance Code atau GCG). Dalam surat keputusan, peraturan tersebut 

mendeskripsikan secara rinci prosedur kerja pelaksanaan fungsi manajemen 

dalam perusahaan mulai dari proses perencanaan,pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengendalian atau pengawasan yang di lakukan oleh PT. PLN 

(Persero) ULP Tanjungsari Sumedang. 

Selain itu, surat keputusan tersebut disusun dengan maksud sebagai 

panduan bagi seluruh insan PLN yaitu karyawan, anak perusahaan, dan struktur 

perusahaan beserta mitra bisnis yang bekerja sama dengan perusahaan tentang 

sikap dan prilaku yang harus ditampilkan dalam melaksanakan tugas, 

wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya kepada perusahaan. Contohnya 

tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Seluruh insan PLN melaksanakan 

tugas aktivitas bisnis perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG sebagai 

berikut : 
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1. Transparasi (transparency) 

Adalah keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan 

keputusan dan keterbukaan untuk mengungkapkan informasi 

penting dan informasi terkait tentang perusahaan. 

2. Akuntabilitas (accountability) 

Merupakan definisi yang jelas tentang fungsi, pelaksanaan 

dan tanggung jawab setiap pegawai PLN untuk mengelola 

perusahaan secara efektif. 

3. Pertanggungjawaban (responsibility) 

Merupakan dasar untuk mematuhi Peraturan Perundang-

Undangan dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat dalam 

pengelolaan perusahaan. 

4. Kemandirian (independency) 

Merupakan kemandirian pada pengelolaan perusahaan 

secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / 

tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan hukum yang 

berlaku dan prinsip sehat perusahaan. 

5. Kewajaran (fairness) 

Merupakan keadilan dan kesetaraan yang didasarkan pada 

kesepakatan, Peraturan Perundang-Undangan, dan hak 

stakeholders. 
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2.4 Kegiatan Usaha PT. PLN (Persero) 

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. PLN (Persero) sesuai dengan 

Undang-undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan 

berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan. Berikut adalah rangkaian kegiatan 

usaha perusahan meliputi : 

1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang cukup : 

 Pembangkitan tenaga listrik 

 Penyaluran tenaga listrik 

 Distribusi tenaga listrik 

 Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik 

 Pengembangan penyediaan tenaga listrik 

 Penjualan tenaga listrik. 

2. Menjalankan usaha penunjang listrik yang cukup : 

 Konsultasi ketenagalistrikan 

 Pembangunan dan pemasangan tenaga listrik 

 Pemeriksaan dan pengujian tenaga listrik 

 Pengoperasian dan pemeliharaan tenaga listrik 

 Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik 

 Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik 

 Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. 

3. Kegiatan lainnya yang mencakup : 

 Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 

energi lainnya untuk tenaga listrik 
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 Jasa operasi dan pengaturan (dispatcher) pada pembangkitan, 

penyaluran, distribusi, dan retail tenaga listrik 

 Industri perangkat keras, lunak dan lainnya di bidang kelistrikan 

 Kerja sama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang 

ketenagalistrikan di bidang pembangunan, operasional, 

telekomunikasi, dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan 

 Usaha jasa ketenagalistrikan. 

 
2.4.1 Unit – unit PT PLN (Persero) 

Unit PT. PLN (Persero) dibagi dalam beberapa wilayah untuk 

mengurus pembangkitan, penyaluran (transmisi) dan pengatur beban, dan 

distribusi kepada pelanggan dibagi dalam unit induk. Namum khusus untuk 

kawasan Jawa-Bali unit dibagi dalam unit induk tersendiri, pembangkitan 

sendiri, penyaluran (transmisi) sendiri, pengaturan beban dan distribusi 

sendiri. 

Berikut adalah unit PT PLN (Persero) : 

A. Kelompok Unit Induk Distribusi 

1. Unit induk distribusi Jakarta Raya, berkedudukan di Jakarta 

2. Unit induk distribusi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung 

3. Unit induk distribusi Banten, berkedudukan di Tanggerang 

4. Unit induk distribusi Jawa Tengah dan di Yogyakarta, 

berkedudukan di di semarang 

5. Unit induk distribusi Jawa Timur, berkedudukan di Surabaya 

6. Unit induk distribusi Bali, berkedudukan di Denpasar 
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7. Unit induk distribusi Lampung, berkedudukan di Bandar Lampung. 

B. Kelompok Unit Induk Transmisi : 

1. Unit induk transmisi Jawa bagian Barat, berkedudukan di Depok. 

2. Unit induk transmisi Jawa bagian Tengah, berkedudukan di 

Bandung. 

3. Unit induk transmisi Jawa bagian Timur dan Bali, berkedudukan di 

Sidoarjo. 

C. Kelompok Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban : 

1. Unit Induk Pusat pengatur Beban (UIP2B), berkedudukan di 

Gandul, Jakarta (Jawa-Bali Control Center / JCC). 

2. Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatra (UIP3B 

Sumatra), berkedudukan di Pekanbaru. 

D. Kelompok Unit Induk Pembangkitan : 

1. Unit induk pembangkitan Sumatera bagian Utara, berkedudukan di 

Medan. 

2. Unit induk pembangkitan Sumatera bagian Selatan, berkedudukan 

di Palembang. 

3. Unit induk pembangkitan Jawa Bali, berkedudukan di Yogyakarta. 

4. Unit induk pembangkitan Tanjung Jati B, berkedudukan di Jepara. 

5. Unit induk pembangkitan Lontar, berkedudukan di Semarang. 

6. Unit induk pembangkitan Minahasa, berkedudukan di Tondano. 

E. Kelompok Unit Induk Wilayah : 

1. Unit induk wilayah Aceh, berkedudukan di Banda Aceh. 
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2. Unit induk wilayah Sumatera Utara, berkedudukan di Medan. 

3. Unit induk wilayah Sumatera Barat, berkedudukan di Padang. 

4. Unit induk wilayah Riau dan kepulauan Riau, berkedudukan di 

Pekanbaru. 

5. Unit induk Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu, berkedudukan 

di Palembang. 

6. Unit induk wilayah Bangka Belitung, berkedudukan di 

Pangkalpinang. 

7. Unit induk wilayah Kalimantan Barat, berkedudukan di Pontianak. 

8. Unit induk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, 

berkedudukan di Banjarbaru. 

9. Unit induk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, 

berkedudukan di Balikpapan. 

10. Unit induk wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan 

Gorontalo, berkedudukan di Manado. 

11. Unit induk wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan 

Sulawesi Barat, berkedudukan di Makassar. 

12. Unit induk wilayah Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di 

Mataram. 

13. Unit induk wilayah Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di 

Kupang. 

14. Unit induk wilayah Maluku dan Maluku Utara, berkedudukan di 

Ambon. 
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15. Unit induk wilayah Papua dan papua Barat, berkedudukan di 

Jayapura. 

F. Kelompok Unit Induk Proyek : 

1. Unit induk proyek pembangkitan Sumatera, berkedudukan di 

Medan. 

2. Unit induk proyek pembangkitan Sumatera bagian Utara, 

berkedudukan di Medan. 

3. Unit induk proyek pembangkitan Sumatera Bagian Tengah, 

berkedudukan di Pekanbaru. 

4. Unit induk proyek pembangkitan Sumatera bagian Selatan, 

berkedudukan di Palembang. 

5. Unit induk proyek interkoneksi Sumatera Jawa, berkedudukan di 

Jakarta. 

6. Unit induk proyek Jawa bagian Barat, berkedudukan di Jakarta. 

7. Unit induk proyek Jawa bagian Tengah I, berkedudukan di 

Bandung. 

8. Unit induk proyek Jawa bagian Tengah II, berkedudukan di 

Yogyakarta. 

9. Unit induk proyek Jawa bagian Timur dan Bali I, berkedudukan di 

Surabaya. 

10. proyek Jawa bagian Timur dan Bali I, berkedudukan di Surabaya. 

11. Unit induk proyek Kalimantan bagian Timur, berkedudukan di 

Balikpapan. 
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12. Unit induk proyek Kalimantan bagian Tengah, berkedudukan di 

Banjarbaru. 

13. Unit induk proyek Kalimantan bagian Barat, berkedudukan di 

Pontianak. 

14. Unit induk proyek Nusa Tenggara, berkedudukan di Mataram. 

15. Unit induk proyek Sulawesi bagian Utara, berkedudukan di 

Manado. 

16. Unit induk proyek Sulawesi bagian Selatan, berkedudukan di 

Makassar. 

17. Unit induk proyek Maluku, berkedudukan di Ambon. 

18. Unit induk proyek Papua, berkedudukan di Papua. 

G. Kelompok Unit Pusat-Pusat : 

1. Pusat pendidikan dan pelatihan, berkedudukan di Jakarta. 

2. Pusat Enjiniring ketenagalistrikan, berkedudukan di Jakarta. 

3. Pusat pemeliharaan ketenagalistrikan, berkedudukan di Bandung. 

4. Pusat penelitian dan mengembangan, berkedudukan di Jakarta. 

5. Pusat manajemen konstruksi, berkedudukan di Semarang. 

6. Pusat sertifikasi, berkedudukan di Jakarta. 

2.4.2 Anak Perusahaan PT. PLN (Persero) 

PT. PLN sebagai BUMN yang bergerak di bidang energy memiliki 

11 anak perusahaan yang mendukung kinerja dan pelayanan pada 

perusahaan. Anak perusahaan PT. PLN bergerak pada bidang 
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pembangkitan, penyediaan tenaga listrik, telekomunikasi keuangan dan 

pelayanan pemeliharaan. 11 anak perusahaan PT. PLN yaitu sebagai berikut 

: 

1. PT. Indonesia Power (IP) bergerak dalam bidang pembangkitan 

tenaga listrik dan usaha lain yang terkait. 

2. PT. Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) bergerak dalam bidang 

pembangkitan listrik 

3. PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam) bergerak 

dalam usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum 

wilayah pulau Batam. 

4. PT. Indonesia Comnets Plus (PT ICON+) bergerak dalam bidang 

usaha telekomunikasi 

5. PT. PLN Tarakan bergerak dalam bidang Penyedia Jasa Operasi 

dan Pemeliharaan Transmisi, Distribusi, Pembangkitan dan 

Kawasan industri. 

6. PT. PLN Batubara bergerak di bidang usaha tambang batubara 

sebagai bahan utama Pembangkitan Listrik tenaga Uap (PLTU). 

7. PT. PLN Geothermal bergerak pada bidang usaha penyediaan 

tenaga listrik terbarukan, pengembangan dan pengoperasian 

pembangkitan tenaga listrik panas bumi. 

8. PT. Prima layanan Nasional Enjiniring (PLN-E) bergerak pada 

bidang konsultasi teknik (engineering consultancy). 
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9. Majapahit Holding BV bergerak pada bidang keuangan yang 

berkedudukan di Amsterdam. 

10. PT. Haleyora Power bergerak dalam pelaksanakan pengamanan 

layanan operasi dan pemeliharaan (Ophar) transmisi dan distribusi 

tenaga listrik. 

11. PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna bergerak di bidang ekspedisi 

batubara. 

2.5 Keadaan Lingkungan Kerja 

Keadaan lingkungan kerja pada PT. PLN (Persero) Unit Layanan 

Pelanggan (ULP) Tanjungsari Sumedang sangat baik, sehat, dan aman. Para 

karyawan dapat melaksanakan kegiatan kerja secara optimal terlihat dari 

keadaan lingkungan dan fasilitas yang mendukung para karyawan di PT. PLN 

(Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tanjungsari Sumedang Divisi 

Administrasi dan Pelayanan Pelanggan dapat terpenuhi oleh karyawan dan 

berjalan dengan baik. 

Fasilitas yang mendukung karyawan yang disediakan kantor PT. PLN 

(Persero) Unit Layanan Pelanggan Tanjungsari Sumedang adalah komputer, 

printer, TV, AC, sofa, meja, kursi, masjid, dapur dan toilet. Serta PT. PLN 

(Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tanjungsari Sumedang memiliki 

gedung berlantai 2. 

Bukan hanya fasilitas yang terpenuhi dengan baik oleh para karyawan, 

tetapi keadaan lingkungan kerja juga terpenuhi dengan baik. Keadaan 

lingkungan kerja yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan 
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dengan atasan maupun hubungan dengan sesama rekan kerja ataupun 

hubungan dengan bawahan terjalin dengan sangat baik. Terlihat dari suasana 

kekeluargaan yang harmonis dan pengendalian diri yang baik itu terjadi di 

PT. PLN (Persero) ULP Tanjungsari Sumedang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


